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PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah yang
mengatur tentang Retribusi Daerah perlu disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa
Umum;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3019 );

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3474);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4444);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 69);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu
Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 64,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161);

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/MENKES/PB/11/2009 dan
Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi
Peserta PT ASKES (PERSEROQO) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas,
Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerabh;

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 04/MEN/1980
tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api
Ringan.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 02/MEN/1983
tentang Instalasi Alarm Kebakaran Automatik.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 354/MENKES/SK/I11/2003 tentang
Laboraturium Kesehatan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011
tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan
Nomor 93 A/MENKES/PER/VIII/1996 dan Nomor 17 Tahun 1996 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Puskesmas;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.63 Tahun 1993 tentang
Persyaratan Ambang Batas dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta
Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta
Komponen-komponennya;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Parkir untuk Umum;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
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Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 9 Tahun 2004 tentang
Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/I1/2004 tentang
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1267/MENKES/SK/XI1/2004 tentang
Standar Pelayanan Laboraturium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang
Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar;

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 316/MENKES/SK/V/2009 tentang
Pedoman Pelaksanaan Program JAMKESMAS,;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Ponorogo Nomor 4 Tahun
1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Ponorogo ( Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat Il Ponorogo Tahun 1988 Nomor 4, Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPPD) Kabupaten
Ponorogo Tahun 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2010 Nomor 6 );

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo
Tahun 2010-2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010
Nomor 10 );

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun
2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG RETRIBUSI
JASA UMUM.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.
3.
4

Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
Bupati adalah Bupati Ponorogo.

Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
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Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan
pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya
yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh
orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan
perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tersebut.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas
waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah
Kabupaten Ponorogo.

Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kegiatan
dan jasa yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka upaya promotif,
preventif, kuratif dan rehabilitatif atau pelayanan kesehatan lainnya oleh
Puskesmas dan jaringannya serta Laboratorium Kesehatan Daerah.

Pusat Kesehatan Masyarakat dan jaringannya yang selanjutnya disebut
Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Ponorogo yang memberikan pelayanan rawat jalan dan/atau rawat inap
termasuk Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Pondok
Bersalin Desa/Polindes dan Ponkesdes.

Puskesmas PONED adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas sarana dan
tenaga kesehatan terlatih dalam bidang pelayanan obstetric neonatal
esensial dasar.

Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
Labkesda, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten
Ponorogo yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian
terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan yang bukan
berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit,
kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan
perorangan dan masyarakat.

Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang memiliki kemampuan
menyediakan pelayanan kesehatan meliputi pelayanan kesehatan dasar,
pelayanan kesehatan tingkat lanjut, pelayanan rawat inap dan pelayanan
gawat darurat yang dilengkapi dengan peralatan dan sarana fasilitas
pendukung lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien yang datang ke
Puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan umum, observasi, konsultasi,
diagnosis, pengobatan, tindakan medik maupun rehabilitasi medik
pelayanan kesehatan lainnya tanpa harus menginap di puskesmas.



